PENCAPAIAN REALISASI PAJAK

DAN PERMASALAHANNYA

KONDISI PENERIMAAN PAJAK

*  Kondisi penerimaan pajak Indonesia
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* Target itu dinilai terlalu optimistis karena :E
dalam satu dasawarsa terakhir selalu 0
dibawat target pemerintah’ kecuali di 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
tahun 2008 akibat sunset policy, == Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Target Terlampau Tinggi atau Realisasi Terlampau Rendah?

Untuk mengetahui hal ini maka penerimaan pajak perlu dikaitkan dengan pertumbuhan alamiahnya
dengan mengkorelasikan pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan PDB, korelasi ini
ditunjukan lewat indikator tax buoyancy.
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Rendahnya tax buoyancy, disebabkan oleh tingginya shadow
economy/underground econnomy. Nilai underground economy
Indonesia 2011-2015 mencapai rata-rata Rp536 triliun per tahun,
sementara potensi pajak yang hilang Rp487,12 triliun per tahun
(Iskandar dan Mulyaman, 2017).
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Tingkat kepatuhan Wajib Pajak 2016: 62,96%.
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Policy Gap

* Kebijakan Pajak Kurang Tepat Sasaran, Tidak Konsisten, dan Law Enforcement lemah.
* Law Enforcement lemah: Tidak ada sanksi hukum pasca pemberlakuan Tax Amnesty.
* Kebijakan pajak kurang tepat sasaran & tidak konsisten : Penerapan tarif PTKP secara
nasional (idealnya: Tarif PTKP Regional) dan belum adanya UU KUHP.
* Struktur Pajak Tidak Berimbang

PPh Badan | PP IrE PPh Badan | ©}" et
. MNegara ASEAN terhada Negara terhada
Fokus saat ini: i poB (o) | 'erhadap o DB (s) | tehsdap PDB
PDB [%]) (%)
. . Singapura 41 19 59 N\
PPh Badan > PPh Orang Pribadi Brunei Darussalam | 13,02 e T
847 22 122
Indonesia 576 35 8
Filipina 347 2,5 10,1
Fokus ideal: Myanmar 0,1 17 11
A 4 Vietnam 73 27 138
PPh Badan < PPh Orang Pribadi Kamboja 13 37 98
Thailand 6,1 25 101 J
Laos 24 :‘T',' s

Administration Gap

Peningkatan persentase jumlah pegawai
yang berhubungan langsung dengan
. penerinmaan pajak seperti Account
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Survei OECD (2015) menunjukan Amerika Serikat
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Simplifikasi Penggalian potensi Edukasi kepada
administrasi pajak PPh Orang masyarakat.
perpajakan. Pribadi (OP).

Penyesuaian jumlah Evaluasi penetapan target
petugas AR dan pemeriksa pajak melalui perluasan
pajak. kewenangan DJP.



